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ABSTRAK 

 

Salah satu tindak kejahatan berkenaan dengan harta benda yang sering 

terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian yang 

marak terjadi di masyarakat yaitu pencurian handphone dan terekam CCTV. Satu 

kasus yang telah ditangani oleh Polrestabes Semarang dan sudah diproses hukum. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti memilih judul skripsi “Kedudukan Hukum Alat 

Bukti Elektronik Sebagai Petunjuk Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian” 

(Studi Kasus Laporan Kepolisian Berkas Perkara Pidana Nomor B-

118/M.3.10/Eoh.2/06/2023). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dan analisis 

dilakukan secara kualitatif tanpa menggunakan suatu perhitungan secara matematis. 

Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan melalui teknik 

wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. 

Alat bukti elektronik merupakan pengembangan dari alat bukti petunjuk. 

Alat bukti elektronik seperti keterangan dan dokumen dapat digunakan sebagai 

bukti tambahan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang 

pengadilan sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. KUHAP menyatakan bahwa bukti petunjuk juga dapat diperluas dengan 

penggunaan bukti elektronik selain kesaksian saksi, surat, dan komentar terdakwa.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rekaman CCTV 

mempunyai kedudukan hukum yaitu sebagai alat  bukti elektronik yang sah dalam 

penyidikan tindak pidana pencurian dalam kasus yang diteliti oleh penulis di 

Polrestabes Semarang.  Ketentuan Alat bukti elektronik yang sah diatur dalam Pasal 

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik 

Polrestabes Semarang tidak menemukan kendala yuridis. Tetapi memiliki kendala 

non yuridis yaitu awalnya pelaku tidak mengakui perbuatannya.  Rekaman CCTV 

menampilkan gambar yang buram (kurang jelas). 

 

Kata Kunci: Hukum Alat Bukti Elektronik, Petunjuk, Penyidikan Tindak 

Pidana Pencurian.


